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MODUL
1 ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

A. Policy Paper

Policy paper (makalah kebijakan) menurut Scotten (2011), adalah “a research
piece focusing on a specific policy issue that provides clear recommendations for
policy makers”. Sementara itu Young and Quinn (2002) memberi definisi makalah
kebijakan sebagai “Policy paper is a problem-oriented and value driven
communication tool. As such, wether targeting other policy specialists or
decision-makers, the purpose of the policy paper is: to provide a comprehensive
and persuasive argument justifying the policy recommendations presented in the
paper and therefore, to act as a decision-making tool and a call to action for the
target audience”. Menurut Scotten (2011) yang dikutip oleh Tri Widodo W. Utomo
(tanpa tahun), policy paper memuat 4 (empat) unsur utama, yakni ringkasan
eksekutif, batang tubuh, kesimpulan dan lampiran. Batang tubuh sebagai bagian
utama policy paper sendiri berisi latar belakang, analisis, pilihan kebijakan, serta
rekomendasi. Selengkapnya policy paper menurut Scotten adalah sebagai
berikut:

1. Executive Summary/Purpose Statement
2. Body

a. Background (what is the current policy? Why is it being conducted this

way?);

b. Analysis (why is the policy not working? Why is it necessary to find an

alternative?);

c. Policy options (discuss a few alternatives and their implications);

d. Recommendation (provide your recommendation and how it can be

implemented);
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e.

Conclusion (summarize analysis and recommendation);

f. Appendix (Relevant figures, maps, graphics).

Sedangkan model policy paper menurut Dunn, sebagaimana dikutip oleh

Nugroho (2009) dapat dilihat di bawah ini.

Surat Pengiriman Ringkasan Eksekutif

Bab | Latar Belakang Masalah

A.

B.

Deskripsi Situasi Masalah

Hasil Sebelum Usaha

Pemecahan Masalah Bab Il

Lingkup dan Ragam Masalah

A.

B.

C.

Penilaian Kinerja Kebijakan Masa Lalu
Pentingnya Situasi Masalah

Kebutuhan untuk Analisis Bab lll Pernyataan Masalah

. Definisi Masalah

Pelaku Utama

Tujuan dan Sasaran

. Ukuran Efektivitas

. Solusi yang Tersedia Bab IV Alternatif Kebijakan

Deskripsi Alternatif

Perbandingan Konsekuensi Kebijakan

. Dampak Ganda dan Eksternalitas

Hambatan dan Fisibilitas Politik Bab V Rekomendasi Kebijakan

. Kriteria Alternatif Rekomendasi
. Deskripsi Alternatif yang Dipilih

. Kerangka Strategi Implementasi

Penyediaan Pemantauan dan Evaluasi

. Keterbatasan dan Konsekuensi yang Tidak Terantisipasi Referensi
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Lampiran
Apabila analis kebijakan berhadapan dengan kendala waktu, kepada
mereka disarankan untuk menggunakan model yang lebih ringkas, sebagai
berikut:
Ringkasan Eksekutif
Bab | Analisis Situasi, yang berisi analisis tentang isu kebijakan, dengan
focus pada alasan mengapa isu tersebut diangkat sebagai isu
kebijakan, khususnya berkenaan dengan pembenaran terhadap isu
tersebut. Pada bagian ini disampaikan tiga alternatif kebijakan yang
dapat diambil.
Bab Il Rekomendasi Pertama, yang berisi analisis tentang isu kebijakan
terhadap rekomendasi pertama
Bab Il Rekomendasi Kedua, yang berisi analisis tentang isu kebijakan
terhadap rekomendasi kedua
Bab IV Rekomendasi Ketiga, yang berisi analisis tentang isu kebijakan
terhadap rekomendasi ketiga
Bab V Matriks Antar-Rekomendasi, yang berisi perbandingan antar-
rekomendasi
Bab VI Rekomendasi Terpilih dan Strategi Implementasi, berisi pilihan
rekomedasi dan rekomendasi lanjutan apa yang harus dilakukan
sebagai tindak lanjutnya
Bab VII Penutup, yang berisi kesimpulan dari naskah kebijakan Lampiran
Data dan perhitungan
Simulasi kebijakan: Perumusan, Implementasi, Evaluasi Kepustakaan

B. Policy Memo

Policy memo relatif sama dalam hal kepentingan, tujuan, dan struktur isinya

dengan policy paper, namun dikerjakan dalam waktu yang sangat pendek,
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bahkan kadang dalam hitungan jam ataupun menit. Memo kebijakan dibuat
untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang bersifat sangat segera dari
klien, biasanya eksekutif pemerintahan seperti Presiden dan Menteri. Memo
kebijakan merupakan rekomendasi singkat akan satu isu kebijakan untuk
landasan pembuatan keputusan kebijakan yang bersifat terbatas. Misalnya
untuk menetapkan kondisi darurat yang harus diputus dengan segera, seorang
pejabat publik meminta analis kebijakan menyiapkan memo kebijakan yang
akan dipergunakan sebagai pembenaran dari kebijakan yang diambil. Memo
kebijakan bersifat praktis teknis, dan biasanya terdapat kombinasi pilihan
kebijakan. Sebuah memo dikatakan efektif jika pembaca memahami poinpoin
utama setelah satu kali membaca cepat atau bahkan setelah membaca hanya
kalimat pertama dari setiap bagian. Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk
memastikan bahwa memo mendapatkan hasil yang diharapkan:

1. Konten Konten, tentu saja, adalah penentu paling penting dari sebuah memo
kebijakan yang baik. Lemah atau tidak logis ide, tidak peduli seberapa baik-
disajikan tidak akan memberikan informasi yang tepat. Oleh karena itu,
memo harus memberikan informasi akurat dan relevan, sementara juga
mengakui keterbatasan rekomendasi atau analisis tertentu. Setiap
rekomendasi harus mencakup alternatif, jujur dan realistis.

2. Struktur, Struktur berarti bagaimana memo terlihat. Header diformat di atas
dilihat pada awal memo. Dengan header, pembaca akan tahu kepada siapa
memo ditujukan, kuasa penulis harus mengatasi permasalahan pembaca,
dan pesan yang paling penting dari memo itu. Di bawah header, memo
umumnya mencakup ringkasan eksekutif, satu paragraf yang merangkum
seluruh memo. Setelah membaca memo itu sekali, pembaca dapat
memahami isi memo. Ringkasan eksekutif dapat berdiri sendiri dan

memungkinkan pembaca untuk melihat paragraf pertama dan meng-
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identifikasi titik-titik utama dari seluruh memo.

3. Pilihan kata Pilihan kata memainkan peran penting dalam membuat sebuah
memo yang jelas dan ringkas. Pertimbangkan menghilang-kan kata teoritis,
kabur, istilah tertentu dan menggantinya dengan yang lebih konkret

4. Kejelasan. Memo kebijakan harus jelas dan langsung sehingga pembaca
dapat memahami poin utama dengan cepat. Jika penulis memo telah
berfokus pada membangun konten yang kuat yang terorganisir dengan baik,
dan jika tulisan pameran yang dipilih bahasa, maka hasilnya adalah argumen
yang jelas. Rincian ini memo kebijakan adalah:

a) Pendahuluan (maksimal 10 baris)
b) Isi kebijakan yang diangkat (maksimal 10 baris)
c) Alternatif kebijakan, harus terdiri atas tiga alternatif, yaitu :
1) status quo,
2) perubahan kecil,
3) perubahan mendasar. Masing-masing diberi rasionalisasi dan proses
implementasinya (mak-simal 1,5 halaman).
4) Alternatif terpilih/disarankan disampaikan dengan rasional (maksimal
10 baris)
5) Rencana implementasi (maksimal 15 baris) 6. Penutup (maksimal 5
baris)

C. Policy Brief
Policy brief merupakan dokumen ringkas dan netral yang berfokus pada isu

tertentu yang membutuhkan perhatian pengambil kebijakan, yang memaparkan

alasan/rasional pemilihan alternatif kebijakan tertentu yang ada pada tataran
perdebatan kebijakan. Terdapat beberapa alasan mengapa dibutuhkannya
policy brief , antara lain:

1. Pemerintah membutuhkan informasi yang berkualitas sebagai basis
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kebijakan;

2. Ada banyak lembaga yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang
penting dan relevan dengan kebijakan publik. Banyak dari lembaga tersebut
yang sangat ingin meningkatkan kualitas kebijakan publik;

3. Pengambil kebijakan (policy maker) membutuhkan data dan informasi
spesifik: yang singkat, mudah menangkap intisarinya;

4. ditulis dalam bahasa yang non-teknis;

5. dari laporan yang fokus memuat implikasi dan rekomendasi kebijakan
Berikut beberapa keuntungan dari policy brief menurut Dwiyanto (2012)

sebagai berikut:

1. Ringkas, sederhana, tampilan menarik, banyak gambar sehingga tidak
perlu berpikir, handy, dsb;

2. Bisa segera dibuat tanpa menunggu hasil riset selesai sehingga bisa
disampaikan pada saat yang tepat;

3. Dirancang secara spesifik memenuhi kebutuhan informasi dari policy-maker
tertentu. Orientasi pada pengguna sangat kuat;

4. Bisa menggambarkan logika kebijakan secara mudah (masalah kebijakan,
sebab munculnya masalah, dan pilihan tindakan yang tersedia).

Oleh karena itu, sebuah Policy Brief yang berkualitas seharusnya:

1. Berisi latar belakang yang cukup, sehingga pembaca dapat memahami
konteks permasalahan dan substansi permasalahan secara tepat;

2. Meningkatkan keyakinan pembaca bahwa masalah publik tersebut harus
segera diatasi;

3. Menggunakan alternatif pilihan-pilihan kebijakan;

4. Memberikan bukti-bukti yang relevan untuk mendukung pilihan kebijakan;

5. Merangsang pembaca untuk berse-mangat mengambil dan menetapkan
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3.

keputusan.

Adapun komponen-komponen dalam policy brief, yaitu:

. Judul Bagaimana merumuskan judul sebuah policy brief? Rumuskan

sehingga “berhasil memunculkan minat pembacanya”. Karena itu, Judul
harus :

a. Harus singkat (kurang dari 12 kata), tetapi informatif;

b. Dapat dipecah menjadi “judul utama” dan “sub judul”;
c. Judul dalam bentuk pertanyaan akan sangat memikat pembacanya.
Rumuskan sedemikian rupa sehingga pembaca menjadi bersemangat

untuk membaca dan memahami policy brief tersebut.

. Daftar isi Pembaca cerdas akan langsung menuju daftar isi, agar dapat

segera menangkap intisari sebuah buku. Karenanya: daftar Isi harus detalil

dan informatif tetapi tetap ringkas sehingga pembacanya segera dapat:

a. memahami rincian garis besar substansi Policy Brief,

b. Memahami keterkaitan antar kom-ponen dari Policy Brief,

c. Memudahkan pembaca untuk melom-pat ke tiap komponen Policy Brief.
Ringkasan (Eksekutif) Bagian ini dapat difokuskan untuk hanya memuat
jawaban: Apa, mengapa, Bagaimana dan Oleh siapa?

a. Apa akar masalahnya?

b. Mengapa dinilai sebagai masalah penting dan strategis?

c. Bagaimana solusinya?

d. Oleh siapa solusi tersebut akan dilaksanakan?

Pendahuluan Isi pendahuluan harus: berhasil mening-katkan minat dan
semangat pembaca untuk secara seksama mempelajari keseluruhan isi dari
Policy Brief tersebut. Uraian di Pendahuluan dapat berisi jawaban dari

pertanyaan berikut:
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a. Topik (spesifik) apakah yang dibahas dalam Policy Brief ini?

b. Mengapa substansi yang ada pada Policy Brief ini penting dan strategis?

¢c. Mengapa pembacanya harus segera mengambil langkah tindak lanjut
yang disarankan dalam Policy Brief ini?

Deskripsi masalah Permasalahan harus dapat dijelaskan secara specifik dan

terukur. Bila ternyata deskripsinya masih memunculkan pemahaman yang

berbeda, maka deskripsi masalah tersebut masih kurang spesifik. Beberapa

pertanyaan yang dapat dipakai untuk mengarahkan adalah sebagai berikut:

QD

. Apakah permasalahannya dan mengapa penting?

b. Dimana dan siapa yang terkait dengan permasalahan tersebut?

c. Mengapa permasalahan itu terjadi? Beri bukti-bukti dan contohnya

d. Apa efek dari permasalahan tersebut? Beri bukti dan contohnya

Rekomendasi  kebijakan  Kualitas rekomendasi kebijakan sangat

menetukan kualitas sebuah Policy Brief Pada bagian ini, sebutkan dan

jelaskan secara specific dan terukur:

a. Alternatif kebijakan yang dipilih (rekomendasikan),

b. Alternatif kebijakan lainnya. Bukan hanya kebijakan yang
direkomendasikan, tetapi juga beberapa alternatif-altrenatif lainnya,

c. Sebutkan juga metode (cara) penentuan dan pemiliham alternatif
kebijakannya.

Kesimpulan Pada bagian ini, deskripsikan dan uraikan secara spesifik

kesimpulan dan rekomendasi dari Policy Brief tersebut. Deskripsikan

dengan kalimat persuasif, singkat, dan jelas. Atur kalimatnya agar pembaca

memahami bahwa dengan Policy Brief tersebut, kita sedang menjauhi pain,

dan atau mendekati gain.

Apendiks atau lampiran (bila harus ada) Policy Brief harus dibangun dari
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data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Bila tidak

dapat disajikan dalam badan policy brief, beberapa data dan informasi

pendukung dapat disajikan secara menarik pada lampiran. Tetapi lampiran

hanya dicantumkan jika sangat diperlukan.

Daftar Pustaka Keberadaan daftar pustaka akan me-ningkatkan keyakinan

pembaca terhadap substansi policy brief tersebut. Karenanya cantumkan 2-4

daftar referensi kunci yang digunakan dalam penyusunan policy brief

tersebut. Dan ditambahkan juga 2-3 daftar bacaan lanjutan (further reading)

untuk peminat substansi policy brief tersebut. Bila Policy Brief disusun lebih

ringkas, maka isinya adalah:

a.

b.

Ringkasan (Eksekutif)
Pendahuluan

Deskripsi masalah
Rekomendasi kebijakan
Kesimpulan

Apendiks atau lampiran (bila harus ada) Daftar Pustaka
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Berikut merupakan gambaran isi policy brief sebgai berikut :

Gambar 1. 1 Komponen Policy Brief

ANALIS KEBLIAKAN
KOMPONEN DAN

keimenia kuaumas POLIGY BRIEF
* Menarik, ‘

. Memunculkan minat, DESKRIPSI MASALAH
* Singkat - Spesifik,
* Terukur/evidence based,

= Analisis (apa, di mana, siapa,

RINGKASAN EKSEKUTIF sescid il e
* Apa akar masalahnya -

* Mengapa perlu/strategis
* Bagaimana solusi REKOMENDASI
* Oleh siapa

= Spesifik

* Terukur

= Alternatif/beberapa pilihan
alternatif (disertai analisis
* Menarik minat untuk membaca singkat, metode penentuan/
keseluruhan pemilihan dan gambaran
» Topik yang akan dibahas singkat alternatif yang dipilih)

* Mengapa penting

APENDIKS
Jika diperlukan

L\
DAFTAR PUSTAKA

pusaka@Ian.go.id GE‘L www.dkk.lan.go.id Referensi utama

analiskebijakan@gmail.com www.pusaka.lan.go.id

@ Komunitas Analis Kebijakan | ) @AnalisKebijakan Dladopsa dar_u Mod | Pelat'han pran, lAN

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK UMSIDA | 10
MODUL ANALISIS KEBIJAKAN



D. Persamaan Dan Perbedaan Berbagai
Kebijakan

menjadi tiga bentuk yakni

Model Sarana

Beckman (Ukeles, 1977) menjelaskan bahwa makalah kebijakan terbagi

policy paper, policy brief, dan policy memo. Tiap

bentuk saran kebijakan memiliki karakter yang berbeda, dilihat dari perbedaan

pada aspek pembaca, fokus masalah, konteks penggunaan dan meto-dologi.

Pada tabel di bawah ini, akan terlihat perbedaan masing-masing makalah

kebijakan.

Audiens /

kelompok

sasaran

Folkus

Konteks Isu

Metodologi

Bahasa

Panjang

Spesialis kebijakan

Value-driven:
Rekomendasi
umum dan analisis
isu-isu kebijakan
Diseminasi

dan debat
mengenai hasil-
hasil penelitian
kebijakan

Dapat memuat
penelitian primer
Sangat akademis/
teknis

Maksimum 60
halaman

Pembuat
keputusan

Audience-driven:
pesan kebijalkan
khusus untulk
stakeholder

Digunakan untulk
tujuan advolkasi
dan lobi

Jarang memuat
penelitian primer

Harus jelas

Antara 2 — &
halaman

Tabel 1. 1 Perbedaan Komponen pada Beberapa Bentuk Saran Kebijakan

Beragam
stakeholders

Avudience-driven:
Pesan kebijakan
untuk stakeholder
kunci

Digunakan untul
tujuan advokasi
dan lobi

Jarang memuat
penelitian primer

Harus jelas

Maksimum 2
halaman

Model dari saran kebijakan mempunyai karakteristik sendiri yang masing-

masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Berikut beberapa kelebihan

dan kekurangan dari masing-masing model saran kebijakan:

a.

kebijakan,

Policy Paper dapat memberikan informasi kepada para pembuat kebijakan
pada setiap tahap proses pembuatan kebijakan, namun dapat pula hanya

difokuskan pada satu atau beberapa tahap tertentu dalam proses pembuatan

misalnya makalah kebijakan khusus hanya berfokus pada

memberikan alternatif kebijakan dan merekomendasikan pilihan kebijakan,
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untuk mempromosikan desain implementasi kebijakan tertentu, untuk
mengevaluasi pilihan kebijakan yang dipilih.

b. Policy Brief lebih bersifat profesional karena diperuntukan bagi pembaca
yang tidak memiliki waktu banyak namun membutuhkannya untuk dapat
mengambil keputusan secara praktis. Sedangkan policy paper lebih bersifat
akademik dan sangat dibutuhkan oleh kalangan ilmiah yang sangat
mementingkan soal logika dan argumentasi akademik. Dengan karakter
tersebut, maka policy brief pada umumnya lebih singkat dan disajikan dengan
bahasa yang Ilebih umum dibandingkan policy paper yang lebih
komprehensif.

Policy Paper sebagai sebuah dokumen hasil analisis kebijakan mempunyai
kelemahan yaitu kurang mampu menjadi media komunikasi dengan policy maker,
sehingga banyak sekali hasil riset kebijakan dan makalah kebijakan yang tidak

dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan (policy making).
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RANGKUMAN

Model dari saran kebijakan mempunyai karakteristik sendiri yang masing-
masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Tiap bentuk saran kebijakan
memiliki karakter yang berbeda, dilihat dari perbedaan pada aspek pembaca,
fokus masalah, konteks penggunaan dan metodologi. Apabila analis kebijakan
berhadapan dengan kendala waktu, kepada mereka disarankan untuk
menggunakan bentuk dokumentasi saran kebijakan yang lebih ringkas seperti
policy brief atau policy memo. Salah satu tantangan dalam perumusan kebijakan
adalah keberadaan sistem perumusan kebijakan yang mengandalkan pembuatan
kebijakan berbasis bukti. Bahkan terhadap permasalahan-permasalahan yang
kompleks yang segera membutuhkan kecepatan dalam pengambilan keputusan
seperti masalah penanganan bencana, kebijakan berbasis bukti menjadi sangat
penting. Analis kebijakan dalam hal ini harus mampu memaparkan data dan
informasi empiris dalam sebuah dokumen ilmiah yang bisa menjadi pegangan
bagi pengambil kebijakan untuk memutuskan alternatif terbaik dari
saran/rekomendasi kebijakan yang disusun oleh analis kebijakan.

Dokumentasi saran kebijakan merupakan bagian dari upaya membangun
evidence-based policy making di Indonesia. Metode ini mendorong penggunaan
bukti-bukti nyata (evidence-based policy) atas dasar hasil penelitian (research-
based policy) dalam mempengaruhi dan memperbaiki kebijakan sehingga
meningkatkan  efektifitas  pengam-bilan  keputusan dalam  mengatasi
permasalahan publik. Modul ini membekali peserta untuk memahami bentuk-
bentuk dokumentasi saran kebijakan yang efektif dan melatih peserta untuk

menulis saran kebijakan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.
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PRAKTIKUM

Bentuklah kelompok terdiri dari 2 sampai 3 orang, carilah masalah atau

isu kebijakan lalu tuangkan dalam bentuk policy brief.
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